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ABSTRAK

Sknips:1 dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Justice
Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika™. Penulisan skripsi ini
dilatarbelakangl oleh permasalahan scorang pelaku tindak pidana yang
mendapatkan status sebagai justice collaborator. Tujuan dari penulisan skripsi ini
antera lun. yailu mienganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan
sanksi pidana bagi pelaku perkara tindak pidana narkotika golongan I yang
berstatus sebagai justice collaborator dan perlindungan hukum bagi pelaku
perkara undak pidana narkotika golongan I yang berstatus sebagai justice
collaborator dengan menggunzkan teori perlindungzn hukum dan Satjipto
Rzhardjo. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, yakni penelitian yuridis-
normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan
putusan hakim pelaku yang menjadi justice collaborator dalam perkara yang sama
belum tentu mendapatkan sanksi yang sama pula. Penjatuhan sanksi pidana bisa
szja berbeda tergantung dari perspekiif hakim dalam melakukan pertimbangan
perkarz  tersebut. Hakim juga bisa saja dianggap tidak cermat dalam
mempenuimbangkan perkara melalui ketentuzn undang-undang, hal inm1 membuat
pu.asan vang dikeluarkan tidak adil bagi terdakwa.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Justice Collaborator, Narkotika

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,

mXisti. S.H.. MLH. Ldsi Aprivani, S.H.. LLM.
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NIP 198912032011012008 NIP 198804132019032018
Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mana dalam
kehidupannya tidak terlepas dari pengaturan hukum?®, sehingga segala tingkah
laku dalam kehidupan masyarakat diatur sedemikian rupa dalam sebuah
peraturan. Pengaturan terkait tingkah laku masyarakat diperlukan agar
terciptanya suatu ketertiban, ketentraman, bahkan tingkah lakunya dapat
berjalan sesuai dengan nilai-nilai sosial. Hukum sendiri memiliki sifat yang
mengatur dan memaksa. Sifat memaksa yang dimaksud adalah apabila
seseorang dengan sengaja ataupun tidak sengaja melanggar hukum yang telah
ditetapkan, maka orang tersebut mendapatkan sanksi yang tegas. Menurut
tokoh hukum bernama Mertokusumo menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga)
unsur cita hukum yang wajib ada, yakni kepastian hukum (rechtssicherheit),
keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan (zweckmasigkeit). Cita hukum yang
disebutkan termasuk ke dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan
keberadaannya, hal tersebut juga perlu diusahakan ada dalam aturan hukum.?

Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia dari zaman dahulu
hingga zaman sekarang membuat banyak perubahan. Hal ini tidak terlepas

dari beberapa model kejahatan yang tumbuh dan berkembang dalam

! Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1
Ayat (3).
2 Fence M. Wantu, Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo : Reviva Cendekia, 2015, HIm. 5.



kehidupan masyarakat sampai tersebar di permukaan bumi. Kejahatan
merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak terpisahkan. Beberapa
kejahatan yang muncul akhir-akhir ini dinilai sangat melewati batas sampai-
sampai berada di luar akal pikiran manusia. Ruang lingkup kejahatan terdiri
dari 2 (dua) subjek, yaitu pelaku dan korban. Definisi dari pelaku merupakan
seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hak dan kesejahteraan hidup
milik orang lain. Sementara korban adalah seseorang yang mengalami
kesengsaraan akibat dari hak maupun kebahagiaan hidupnya direnggut oleh
orang lain.

Dalam lingkup hukum pidana, suatu tindakan kejahatan dapat juga
disebut dengan tindak pidana. Menurut tokoh bernama Martiman
Prodjohamidjojo, hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu bagian dari
kumpulan hukum yang berlaku di suatu negara dengan menetapkan beberapa
dasar maupun aturan untuk menentukan perbuatan mana yang boleh dan tidak
boleh dilakukan, perbuatan yang disertai ancaman dan tindak pidana tertentu,
menentukan kapan seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana, serta menentukan
pengenaan sanksi pidana bagi orang tersebut.®> Sementara itu terdapat
pengertian lainnya yang diberikan oleh Eddy O.S. Hiariej tentang hukum
pidana, yaitu aturan hukum yang berasal dari suatu negara yang berdaulat
berisi tentang perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan,

lalu berisi sanksi pidana bagi orang yang melanggarnya, kapan maupun dalam

¥ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2018, HIm. 4.



hal apa sanksi pidana dapat dijatuhkan, dan bagaimana pelaksanaan pidana
tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.’

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas,
maka dapat dinyatakan bahwa hukum pidana merupakan sekumpulan dari
peraturan hukum yang dibuat oleh negara berisi terkait larangan untuk
masyarakat dalam berbuat suatu hal dan keharusannya dalam menaati
peraturan tersebut. Dalam hukum pidana sendiri terkenal dengan asas Geen
Straf Zonder Schuld yang memiliki arti seseorang dapat dijatuhi pidana
apabila terdapat unsur kesalahan. Ada ketentuan lain dimana seseorang tidak
dapat dihukum atas perbuatannya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 44 tentang tidak mampunya
seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya
dikarenakan gangguan jiwa, penyakit jiwa, maupun retardasi mental,
selanjutnya tercantum juga dalam Pasal 48 tentang seseorang yang melakukan
tindak pidana dalam pengaruh daya paksa (overmacht), maka tindakannya
dapat dibenarkan dan mendapatkan penghapusan pidana.”

Pada dasarnya, setiap tindak pidana harus terkandung unsur-unsur
lahiriah oleh perbuatan, terdapat sebuah perbuatan, dan adanya akibat yang
ditimbulkan karenanya. Beberapa unsur yang menjadi penanda bahwa
seseorang melakukan sebuah tindak pidana diantaranya, yaitu adanya unsur

objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan tindakan yang

* Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka,
2016, HIm. 15.

® Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,
Pasal 44 dan Pasal 48.



dilakukan seseorang dan dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan kesengajaan (dolus) atau
kelalaian (culpa), kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan
perbuatannya, dan adanya alasan pemaaf. °

Persentase tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat saat ini
berpeluang lebih tinggi. Salah satunya adalah tindak pidana narkotika, baik
tindakan itu berupa pengedar narkotika ataupun penyalahgunaan narkotika.
Walaupun narkotika dapat digunakan dalam kepentingan medis maupun ilmu
pengetahuan, akan tetapi apabila hal tersebut disalahgunakan ataupun tidak
sesuai dengan anjuran medis, maka dapat memberikan efek negatif bagi
penggunanya. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan
narkotika antara lain, yaitu dampak delirium yang menyebabkan penurunan
kesadaran mental beserta kecemasan, dampak halusinasi yang menyebabkan
panca indera tidak berfungsi dengan baik, dampak weakness yang
menyebabkan penurunan kesehatan jasmani dan rohani, dampak drowsiness
yang menyebabkan kesadaran menurun disertai pikiran kacau, serta dampak
collapse yang menyebabkan seseorang hilang kesadaran hingga meninggal
dunia.’

Tindak pidana narkotika tergolong dalam kejahatan transnasional
(transnational organized crime) yang berbentuk kejahatan lintas negara.

Pelaku dari tindak pidana narkotika sendiri tidak hanya dilakukan perorangan

® Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Press, 2016, HIm. 50.

" Rahman Amin, Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan
Pidana Di Indonesia : Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika, Yogyakarta : CV. Budi Utama,
2020, HIm. 1.



saja, akan tetapi melibatkan beberapa orang dalam jumlah yang tidak sedikit,
bahkan dapat dikatakan sebagai satu sindikat yang terorganisasi dengan
lingkup yang luas dengan cara kerja yang rapi dan rahasia baik dalam
tingkatan nasional maupun internasional.® Selain itu seseorang yang menjadi
pelaku dari kejahatan terorganisir bukan merupakan orang biasa, ia tentunya
memiliki kemampuan dalam hal mengatur peran, motif, tugas maupun fungsi
setiap anggotanya baik sebelum dilakukan kejahatan hingga menghilangkan
bukti dari kejahatannya.’

Dalam Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang
Terorganisasi menyatakan bahwa “Tindak pidana transnasional yang
terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam
kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia”.'°
Kejahatan terorganisasi internasional adalah ancaman besar bagi berbagai
negara dan masyarakat dunia. Tindak pidana narkotika dianggap sangat
membahayakan kehidupan bangsa beserta generasinya bahkan dapat
menimbulkan kekacauan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, berbagai negara di

belahan dunia perlu memberantas secara tuntas dan tegas terkait peredaran

narkotika yang semakin di luar batas kendali.'

® Anton Suriyadi Siagian, Tindak Pidana Narkotika (LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI
GENERALIS), Jurnal Nalar Keadilan, Vol. 1, No. 1, Mei 2021, HIim. 2,
https://universitasjakarta.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/JURNAL-NALAR-KEADILAN-
ANTON-SIAGIAN.pdf, (Diakses pada Tanggal 1 September 2023, Pukul 17.08).

° Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam
Upaya Penanggulangan Organized Crime, Bandung : Alumni, 2015, HIim. 34.

1% Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations
Convention Against Transnational Organized Crime, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960), Bagian I.

! Ratna WP, Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Yogyakarta : Legality, 2017,
Him. 41.


https://universitasjakarta.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/JURNAL-NALAR-KEADILAN-ANTON-SIAGIAN.pdf
https://universitasjakarta.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/JURNAL-NALAR-KEADILAN-ANTON-SIAGIAN.pdf

Pengaturan terkait tindak pidana narkotika di Indonesia termuat dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang
tersebut dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu pada satu sisi
narkotika digunakan sebagai obat maupun bahan yang bermanfaat bagi
perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi pada sisi lainnya dapat
menimbulkan ketergantungan bahkan merugikan bagi orang yang
menyalahgunakannya. Terdapat pertimbangan lain dimana tindak pidana
narkotika telah menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang
canggih, bahkan mendapat dukungan jaringan organisasi yang luas. Dengan
demikian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah
dianggap tidak selaras dengan perkembangan kondisi dalam mengatasi
maupun membasmi tindak pidana narkotika.*?

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan
definisi narkotika, yaitu zat atau obat-obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan dalam ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam

undang-undang ini. Prekursor narkotika diartikan sebagai zat atau bahan

12 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP,
Jakarta : Kencana, 2016, HIm. 121.



kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan
dalam tabel sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang ini.*

Di dalam masyarakat terdapat upaya tersendiri dengan membentuk
sebuah sistem yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan ataupun
tindak pidana, hal ini dinamakan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan
pidana merupakan turunan dari hukum acara pidana. Sistem peradilan pidana
didefinisikan sebagai jaringan dari peradilan yang bekerja sama satu sama
lain pada bagian-bagiannya untuk mencapai suatu tujuan baik jangka panjang
ataupun jangka pendek. Hukum acara pidana digunakan sebagai pedoman
dalam proses peradilan. Mardjono Reksodiputro mengemukakan definisi dari
sistem peradilan pidana merupakan sistem yang ada dalam suatu masyarakat
untuk menanggulangi kejahatan yang timbul dalam kehidupan. Arti dari
menanggulangi adalah sebuah usaha untuk mengendalikan tingkat kejahatan
agar berada pada batasan toleransi yang dimiliki oleh masyarakat.** Terdapat
4 (empat) komponen dalam sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian,
kejaksaan, pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen
tersebut tentunya memerlukan kerja sama yang baik, sehingga dapat
membentuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau dalam bahasa Inggris

disebut Integrated Justice System.

3 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062), Pasal 1 Angka 1 dan 2.

Y Nursyamsudin dan Samud, Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal
Justice System) Menurut KUHAP, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, Juni 2022, HIm. 151,
https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/10413/4347,
(Diakses pada Tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 10.13).


https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/10413/4347

Sistem peradilan pidana dianggap sebagai suatu tempat untuk mengolah
terkait semua bentuk tindak pidana agar dapat diadili sesuai hukum yang
berlaku. Beberapa tujuan dari dibentuknya sistem peradilan pidana menurut
Yahya Harahap antara lain, yaitu mencegah masyarakat agar tidak menjadi
korban dari kejahatan, menangani kejahatan yang sedang ataupun telah terjadi
sehingga masyarakat merasa puas dikarenakan keadilan telah memihak orang
yang tidak bersalah sedangkan sanksi pidana akan dijatuhkan terhadap pelaku
tindak pidana, serta berusaha untuk memberikan efek jera bagi seseorang
yang pernah melakukan tindak pidana.®

Pada sistem peradilan pidana sendiri, seseorang yang terlibat dalam
suatu tindak pidana dapat menjadi justice collaborator. Kata justice
collaborator termasuk hal baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Istilah justice collaborator memiliki esensi, yaitu memberikan status
identitasnya kepada seorang pelaku tindak pidana yang bersedia dalam hal
bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkapkan motif
tindakan yang diketahuinya. Pelaku yang bekerja sama merupakan orang
yang bersangkutan dengan tindak pidana tersebut baik sebagai saksi, pelapor,
terdakwa, tersangka maupun informan yang memberikan dukungan kepada
penegak hukum berupa pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat
atau keterangan saksi di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak

pidana dimana orang tersebut terlibat langsung dengan tindak pidana

> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP;
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta : Sinar
Grafika, 2014, HIm. 15.



tersebut.'® Dalam SEMA RI Nomor 04 Tahun 2011 dijelaskan pengertian dari
justice collaborator merupakan salah satu pelaku dari tindak pidana tertentu
yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan termasuk sebagai pelaku
utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi
dalam proses peradilan.’

Status seseorang yang menjadi justice collaborator memiliki kontribusi
penting dalam mengekspos tindak pidana narkotika, hal ini dilandasi alasan
karena terdapat kekurangan dalam sistem hukum pidana dan berulang kali
belum cakap dalam mendeteksi maupun memberantas beberapa kejahatan
terorganisir. Dalam prakteknya, aparat penegak hukum seringkali
menghadapi berbagai kendala baik lingkup hukum maupun non hukum dalam
mendeteksi dan mengungkapkan kejelasan suatu tindak pidana secara tuntas,
terutama ketika menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses persidangan
mulai dari penyidikan sampai proses pengadilan. Perkembangan justice
collaborator memiliki titik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) United
Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah
diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pengesahan United Nations Convention Against Corruption menyatakan,
bahwa “Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi

kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang

' Hariman Satria, Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis Justice
Collaborator, Jurnal  Konstitusi, Vol. 13, No. 2, 2016, HIm. 431-454,
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1329/269/620, (Diakses pada
Tanggal 1 September 2023, Pukul 17.26).

7 Indonesia, SEMA RI Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak
Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam
Perkara Tindak Pidana Tertentu, HIm. 2.


https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1329/269/620
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pelaku yang memberi kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau

penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini”.*®
Pentingnya bantuan yang diberikan oleh justice collaborator dalam

tindak pidana narkotika kepada penegak hukum tentunya memerlukan
kepastian hukum dan perlindungan yang maksimal. Perlindungan yang
diberikan terhadap justice collaborator memiliki banyak tantangan
dikarenakan masih sedikit hukum yang mengatur terkait perlindungannya.

Ketika keberadaan justice collaborator tidak mendapatkan perlindungan

tentunya tidak dapat membongkar tindak pidana, sehingga praktik

penyimpangan maupun kejahatan semakin marak terjadi dalam kehidupan.

Pengaturan yang mengatur terkait keberadaan justice collaborator tertera

dalam peraturan perundang-undangan diantaranya, yaitu :*°

a. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Corruption.

b. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
(UNCATOC).

c. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

Korban.

* Lilik Mulyadi, Op. cit, HIm. 3-4.

9 Isti Latifah Astri et.al., Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam
Tindak Pidana Narkotika, Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, HIim. 34,
https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/16122, (Diakses pada Tanggal 1 September
2023, Pukul 17.35).


https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/16122
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d. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku
Yang Bekerjasama (justice collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana
Tertentu.

e. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa
Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia
(Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: PER045/A/JA/12/2011; Nomor: 1
Tahun 2011; Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor: 4 Tahun 2011).
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan

status justice collaborator dalam sistem peradilan pidana memiliki posisi

ganda, yakni sebagai saksi maupun tersangka. Keterangan yang diberikan
oleh justice collaborator sangatlah diperlukan untuk membantu aparat
penegak hukum dan mempermudah menyelesaikan perkara. Kajian dalam
penelitian ini akan membahas lebih dalam terkait isu hukum yang akan
ditemukan dari perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap justice
collaborator, serta peraturan yang sesuai untuk memberikan kepastian dan
perlindungan hukum bagi seorang justice collaborator. Dengan demikian,
penulis tertarik melakukan penelitian mengenai ‘Pertimbangan Hukum
Hakim Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana
Narkotika”. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari

beberapa permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan masyarakat.
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B. Rumusan Masalah
Dengan adanya rumusan masalah diharapkan penelitian yang dilakukan
saat ini dapat lebih jelas, fokus, serta detail. Permasalahan yang ingin penulis
bahas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi
pidana bagi pelaku perkara tindak pidana narkotika golongan | yang
berstatus sebagai justice collaborator (Studi Putusan Pengadilan Nomor
920 K/Pid.Sus/2013/PTK  dan  Putusan  Pengadilan  Nomor
1273/Pid.Sus/2019/PN PlIg)?

2. Bagaimana upaya hukum dalam memberikan perlindungan bagi pelaku
perkara tindak pidana narkotika golongan | yang berstatus sebagai justice

collaborator melalui teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo?

C. Tujuan Penelitian
Terdapat tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini diantaranya
sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku perkara tindak pidana narkotika
golongan | yang berstatus sebagai justice collaborator dalam Putusan
Pengadilan Nomor 920 K/Pid.Sus/2013/PTK dan Putusan Pengadilan
Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PN Plg.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum dalam memberikan

perlindungan bagi pelaku perkara tindak pidana narkotika golongan I
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yang berstatus sebagai justice collaborator melalui teori perlindungan

hukum dari Satjipto Rahardjo.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini diantaranya,

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
Dalam hal teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.
Selain itu juga dapat memberikan pengetahuan dalam penemuan isu
hukum Kketika terdapat penetapan status justice collaborator bagi orang
yang terlibat suatu tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis
Dalam hal praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum, pemerintah, maupun masyarakat
dalam memahami terkait kepastian perlindungan hukum serta benefit
yang didapatkan dari seorang yang menjadi justice collaborator dalam

tindak pidana narkotika.

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti mencakup bidang
hukum pidana dengan fokus pembahasan pada studi putusan hakim terkait

justice collaborator dalam tindak pidana narkotika. Penulis akan
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membandingkan 2 (dua) putusan hakim tersebut untuk menemukan isu
hukum yang terjadi serta menemukan perbedaan terkait penjatuhan sanksi

pidana.

F. Kerangka Teori
1. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim diambil pada akhir proses persidangan perkara
pidana di sidang pengadilan. Pengadilan dapat diartikan sebagai lembaga
yudikatif yang termuat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan
memiliki tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan pertikaian
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Putusan yang dihasilkan oleh
hakim dapat menentukan korelasi antara pihak-pihak yang sedang
berperkara.?

Lazimnya putusan hakim dapat disebut sebagai putusan
pengadilan. Definisi putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang
diutarakan hakim dalam sidang terbuka berisi mengenai sanksi
pemidanaan, pembebasan, serta pelepasan dari segala tuntutan hukum

dalam hal menurut acara yang diatur dalam undang-undang.?* Dari

0 Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta :
Sinar Grafika, 2016, HIm. 115.

! Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209), Pasal 1 Angka 11.
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penjelasan di atas dapat diketahui bahwa putusan hakim dalam perkara
pidana memiliki tiga sifat diantaranya, yaitu :%
a. Sanksi Pemidanaan (Veroordeling)
Sanksi pemidanaan dapat dijatuhkan kepada terdakwa, apabila hakim
berpendapat bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti
bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana berdasar hukum yang
berlaku.
b. Pembebasan (Vrijspraak)
Putusan pembebasan terhadap terdakwa dapat dilakukan, apabila
hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum yang berlaku atas
perbuatan yang didakwakan kepadanya.
c. Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag van Alle
Rechtsvervolging)
Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa dapat
dilakukan ketika hakim memiliki pendapat bahwa perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah, akan tetapi
perbuatan tersebut tidak termasuk suatu tindak pidana.
Dalam pengambilan suatu keputusan, majelis hakim perlu
mengadakan musyawarah akhir agar dapat mencapai suatu putusan yang
bulat. Musyawarah yang diadakan oleh majelis hakim harus berlandaskan

pada surat dakwaan maupun segala hal yang terekspos dalam

22 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia,
Bandung : PT. Citra Bakti, 2014. Him. 194.
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persidangan. Dalam menjatuhkan suatu putusan, maka musyawarah
dilakukan dengan cara mengajukan pernyataan dimulai dari hakim yang
paling muda hingga hakim yang paling tua. Ketika pernyataan telah
selesai diajukan disertai pertimbangan dan dasar hukumnya, kemudian
pendapat paling akhir akan diajukan oleh ketua majelis hakim. Apabila
setelah dilakukannya musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan yang
bulat dikarenakan terdapat perbedaan pendapat antar hakim, maka
putusan akan diambil melalui berbagai cara diantaranya, yaitu :**

a. Putusan diambil melalui perolehan suara terbanyak dari para hakim;

b. Ketika putusan melalui perolehan suara terbanyak tidak dapat tercapai,
putusan akan dipilih melalui pendapat hakim yang paling
menguntungkan bagi terdakwa dalam pengadilan tersebut;

c. Ketika sidang permusyawaratan berlangsung, maka setiap hakim
harus menyampaikan pertimbangannya dengan cara tertulis pada
perkara yang sedang diperiksa. Jika dalam musyawarah tidak dicapai
kata mufakat, maka isi putusan harus mencerminkan pendapat dari
masing-masing hakim.

Kaidah ataupun norma hukum yang terkandung dalam putusan
hakim memiliki peranan, yaitu sebagai pedoman (leiding) dan alat
pengujian (toetsing recht) bagi kegiatan yang dilakukan oleh manusia
sesuai peraturan hukum yang berlaku. Apabila hakim dalam mengambil

suatu keputusan tidak memperhatikan norma hukum, maka putusan

% Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 14 Ayat (1), (2), dan (3).
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tersebut dapat bersifat semena-mena. Sifat dari putusan hakim sangatlah
penting, hal ini dikarenakan dalam substansinya terdapat nilai yang
bersinggungan langsung dengan hak asasi manusia.**

Putusan hakim merupakan titik puncak dari seluruh rangkaian
hukum acara pidana. Eksistensi putusan hakim pada dasarnya dianggap
sebagai hukum (judge made law), dengan demikian hukum harus ditaati
dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang
berperkara. Masyarakat harus menganggap bahwa putusan hakim itu
mengandung kebenaran sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih
tinggi, sekalipun putusan tersebut secara materiil dianggap tidak benar.?

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Undang-undang memberikan wewenang kepada hakim untuk
menerima, memeriksa, maupun memutus suatu perkara pidana. Melalui
adanya kewenangan tersebut, maka hakim wajib menjunjung tinggi
keadilan dalam memproses suatu perkara.?® Hal paling penting bagi
hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah peristiwa dan fakta yang
aktual, sehingga hakim dapat menemukan hukum yang sesuai. Penemuan

hukum yang sesuai dengan fakta maupun peristiwa tersebut harus

 Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara
Tindak Pidana Narkotika, Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 1, 2020, HIm. 131, https://online-
journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/8314/9892, (Diakses pada Tanggal 1 September 2023,
Pukul 18.37).

 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, HIm.
67.

% Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan
Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak : Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt,
Jurnal  Yudisial Republik  Indonesia, Vol. 8, No. 3, 2015, HIm. 253,
https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/57/49, (Diakses pada Tanggal 1
September 2023, Pukul 20.00).


https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/8314/9892
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/8314/9892
https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/57/49
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dilakukan oleh hakim, agar dapat menghasilkan putusan yang baik.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan hakim dalam memutuskan suatu

perkara diantaranya, yaitu :*’

a. Keadilan (Gerectigheid)
Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah memberikan kesetaraan
hak maupun kewajiban pada semua orang tanpa memandang apapun
di depan hukum.

b. Kepastian Hukum (Rechtmatigheid)
Pembentukan hukum digunakan untuk melindungi dan memberikan
rasa aman terhadap masyarakat. Hukum harus dijalankan dengan
memberikan kepastian, sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan
ketentraman dalam masyarakat. Adanya kepastian hukum yang
diberikan kepada masyarakat, maka memudahkannya dalam menaati
aturan dan tidak memicu rasa khawatir atas pelanggaran yang
dilakukan oleh orang lain.

c. Kemanfaatan (Zwechmatigheid)
Penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat wajib memiliki
manfaat bagi masyarakat yang dijatuhi hukuman dan tidak dijatuhi
hukuman. Jika penerapannya tidak memberikan manfaat, maka dapat

menimbulkan keresahan.

2" Naomi Sari Kristiani Harefa et.al, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak
Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) : Studi Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 8 Agustus
2020, HIm. 35, https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n1-30-42, (Diakses
pada Tanggal 1 September 2023, Pukul 20.16).


https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n1-30-42
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Sebelum melakukan pertimbangan pendapat, hakim perlu menelaah
2 (dua) kategori diantaranya, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis
(pertimbangan hukum) dan pertimbangan yang bersifat non yuridis
(pertimbangan di luar hukum). Pertimbangan hakim yang pertama
bersifat yuridis dengan mempertimbangkan hal-hal seperti dakwaan dari
jaksa penuntut umum, keterangan yang diberikan saksi maupun
terdakwa, barang bukti dari peristiwa pidana, dan beberapa pasal pidana
terkait. Berbeda halnya dengan pertimbangan yang bersifat non yuridis
dengan mempertimbangkan latar belakang, faktor psikologis, serta
faktor ekonomi yang dimiliki terdakwa.?® Bagian terpenting dalam suatu
putusan adalah landasan penalaran hukum hakim untuk menentukan
terlaksananya nilai-nilai keadilan yang terkandung pada putusan hakim,
sehingga membawa kepastian hukum dan manfaat bagi banyak pihak.

Lazimnya pertimbangan hukum hakim disebut dengan ratio
decidendi yang berarti pertimbangan hukum yang relevan dengan
kenyataan yang dihadapkan kepada hakim. Ratio decidendi dapat
digunakan dalam proses hukum di masa depan mengenai kasus hukum
yang sama.”® Dalam keadaan ini, tugas dari hakim adalah untuk
mengaitkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan dengan realita konkret atas perkara yang

% A. A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
Pidana Bersyarat, Jurnal Unmas, 2018, Him. 180-181, https://e-
journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/96/90, (Diakses pada Tanggal 1 September
2023, Pukul 20.25).

% peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, 2021, HIm. 253.
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diselidikinya.®® Ketika mempertimbangkan pendapatnya, hakim
mempunyai kebebasan mutlak dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
Sekalipun kebebasan diberikan, hakim harus mematuhi batas minimal
dan maksimal sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang.
Pertimbangan hakim sebelum mengambil keputusan harus dilakukan
dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Apabila seorang hakim tidak
mempertimbangkan pendapatnya secara maksimal, maka hasil
putusannya dapat dibatalkan Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah
Agung.*!
3. Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo
Secara umum, perlindungan dapat didefinisikan sebagai upaya
mengayomi dari berbagai hal yang membahayakan ataupun bersifat
negatif. Para ahli memiliki pendapatnya masing-masing terkait pengertian
perlindungan hukum. Menurut pendapat Muchsin, perlindungan hukum
merupakan suatu kegiatan dalam melindungi seseorang dengan cara
menyelaraskan hubungan nilai-nilai tindakan masyarakat, sehingga
tercipta suatu ketertiban dalam kehidupan masyarakat.> Menurut
pendapat Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu upaya

dalam melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi

% Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017,
Him. 150.

%! Dimas Burhanuddin, Skripsi : Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam
Menjatuhkan Putusan Kepada Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan Yang
Menyesatkan Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi
Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/Pn.Met, Lampung : Universitas Lampung, 2022, HIm. 16.

% Alisa Q, Perlindungan Hukum : Pengertian, Bentuk, dan Cara Perlindungan Hukum,
https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/, (Diakses pada Tanggal 3 September
2023, Pukul 21.58).
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manusia dalam bentuk kekuasaan untuk dapat bertindak dalam konteks
tersebut. Selain itu juga terdapat tokoh bernama Philipus M. Hadjon juga
mengungkapkan pendapatnya terkait definisi dari perlindungan hukum,
yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta diakuinya hak
asasi manusia yang dimiliki seseorang dari kesewenang-wenangan orang
lain berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hadjon juga membagi dua
bentuk dari perlindungan hukum diantaranya, yaitu perlindungan hukum
secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan
preventif yang dimaksud adalah masyarakat diberikan kesempatan dalam
mengajukan pendapat sebelum ditetapkannya keputusan dari pemerintah,
hal ini dilakukan agar tidak terjadi sengketa. Sedangkan perlindungan
secara represif merupakan bentuk perlindungan akhir yang diberikan oleh
negara kepada masyarakat berupa sanksi pidana, hal ini dijatuhkan
apabila terjadi suatu permasalahan dan pelanggaran terhadap hukum yang
berlaku.®

Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat tidak
boleh melakukan diskriminasi antara orang satu dengan orang lainnya, hal
ini biasa dikenal dengan istilah Equality Before the Law. Sebagai negara
hukum tentunya mewajibkan negara Indonesia untuk memberikan
perlindungan hukum bagi warga negaranya. Selain itu, perlindungan
hukum tentunya memiliki tujuan, yakni untuk mengatur kepentingan-

kepentingan yang dimiliki masyarakat, hal ini dikarenakan suatu lalu

¥ Tim Hukum Online, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-
1t63366cd94dcbc/, (Diakses pada Tanggal 3 September 2023, Pukul 20.36 WIB).
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lintas kepentingan, perlindungan hukum sangat diperlukan dengan cara
memberikan batasan kepentingan bagi pihak lainnya. Perlindungan
hukum memiliki beberapa unsur yang terkandung di dalamnya
diantaranya seperti terdapat upaya pengayoman dari pemerintah terhadap
warganya, adanya jaminan yang diberikan berupa kepastian hukum,
memiliki kaitan dengan hak-hak warga negara, serta terdapat sanksi bagi

orang yang melanggar ketentuannya.*

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis, yakni
menggunakan penelitian yuridis normatif. Definisi dari penelitian yuridis
normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan
utama berbentuk data sekunder dengan menelaah beberapa hal yang
bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sistematika hukum,
keselarasan taraf hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,
inventarisasi hukum positif, maupun penemuan hukum in concerto.
Lazimnya metode penelitian yuridis normatif memiliki persamaan makna

dengan penelitian kepustakaan.®

# Hasan Basri, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan
Sistem Peradilan Pidana, Jurnal hukum, Vol. 2, No. 2, 2 Maret 2021, HIim. 105,
https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n2-104-121/44, (Diakses pada
Tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 18.54).

% Nur Solikin, Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media,
2021, HIm. 43-56.
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2. Sumber Bahan Hukum Penelitian
Dalam suatu penelitian, sumber bahan hukum merupakan bagian yang
paling penting dikarenakan hal tersebut digunakan untuk menganalisis
terkait hukum yang berlaku. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh
penulis dalam melakukan penelitian ini antara lain, yaitu :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer dapat didefinisikan sebagai suatu bahan hukum
yang didapatkan secara langsung dari masyarakat melalui
wawancara, observasi, serta beberapa bahan hukum yang terikat
dengan sumber-sumber kepustakaan dengan sifat yang mengikat,
yakni peraturan perundang-undangan.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Transnational Organized
Crime, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4960)

% Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, HIm. 106.
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4635)

. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistle blower) dan
Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice collaborator) di dalam
Perkara Tindak Pidana Tertentu

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban Republik Indonesia (Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor:
PER045/A/JA/12/2011; Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: KEPB-

02/01-55/12/2011; Nomor: 4 Tahun 2011)
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9. Putusan Pengadilan Nomor 920 K/Pid.Sus/2013/PTK
10. Putusan Pengadilan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PN Plg

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder diartikan sebagai suatu bahan hukum yang
digunakan untuk menyampaikan penjelasan yang memiliki keterkaitan
erat dengan bahan hukum primer serta berfungsi dalam mendukung
proses penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain,
yaitu berupa karya ilmiah dan beberapa literatur tertulis oleh para ahli
yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang ada dalam
penelitian ini.*’

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier dapat didefinisikan sebagai bahan hukum yang
memberikan berbagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer maupun bahan hukum sekunder diantaranya, yaitu
kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan
dengan isu hukum dalam penelitian ini agar dapat memperoleh
informasi relevan, terbaru, serta mutakhir.®

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang akan digunakan
oleh penulis dalam melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini

penulis akan menggunakan beberapa metode pendekatan, yakni :

%7 | Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum, Bali : Universitas Udayana, 2017, HIm. 2.
% Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, HIm. 318.
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a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)
Pendekatan perundang-undangan dapat didefinisikan sebagai suatu
pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis keseluruhan
undang-undang maupun peraturan yang bersangkutan dengan isu
hukum yang sedang ditangani.*
b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan studi kasus dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan
yang dilakukan dengan cara intensif, terperinci, serta mendalam
berkaitan dengan suatu peristiwa, baik dilakukan oleh perorangan
maupun berkelompok dengan tujuan memperoleh pemahaman lebih
mendalam terkait peristiwa tersebut.*’
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis melalui
studi kepustakaan. Studi pustaka atau biasa dikenal dengan bibliography
study dapat diartikan sebagai pengkajian terhadap informasi tertulis
mengenai hukum dari sumber-sumber terpercaya dan dipublikasikan
secara luas. Beberapa sumber informasi tertulis yang digunakan antara
lain, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim, kontrak

maupun konvensi, serta buku-buku yang berkaitan dengan ilmu hukum.**

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Paramedia Group, 2014,
Him. 133.

“ Mudjia Rahardjo, Skripsi : Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan
Prosedurnya, Malang : Universitas Malik Ibrahim, 2017, HIm. 3.

*1 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press, 2020,
HIm. 65-66.
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam
penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Melalui metode
analisis kualitatif, bahan hukum vyang telah diolah akan dilakukan
penafsiran. Penggunaan dari metode ini tentunya memiliki suatu tujuan,
yakni untuk menafsirkan hukum, sehingga dapat kekosongan norma
hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang tidak jelas.*?

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan penulis dalam
penelitian ini  menggunakan metode induktif. Metode induktif
didefinisikan sebagai suatu cara berpikir dengan menarik kesimpulan
secara umum dari beberapa kasus yang sifatnya universal. Dengan
metode induktif, maka penarikan kesimpulan akan dilakukan secara

umum dengan melihat beberapa fakta aktual yang bersifat khusus.*?

*? Ibid, HIm. 68.

* Agus Haryono, Profil Kemampuan Penalaran Induktif Matematika Mahasiswa
Pendidikan Matematika UNIPA, Journal of Honai Math, Vol. 1, No. 2, 2018, HIm. 128,
https://journalfkipunipa.org/index.php/jhm/article/view/11/0, (Diakses pada Tanggal 9 November
2023, Pukul 08.39).
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